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YOGYA kembali digegerkan aksi

klithih. Aksi yang terekam itu sontak vi-

ral di media  social, Selasa (5/7). Disebut-

sebut, sejumlah mahasiswa menjadi kor-

ban. Tragisnya, kali ini klithih terjadi  di

titik nol kilometer Yogya istimewa.

Klithih,  berulang kali menciptakan ke-

takutan.  Insiden kemarin mungkin men-

jadi pembuka di tahun 2023 setelah se-

belumnya sebanyak 27 kali aksi terjadi

sepanjang tahun 2022. Ahmad Fuadi

(2019) dalam ‘Faktor-faktor Determinasi

Perilaku ‘klithih’ mengatakan íkeluarga

bermasalah, hubungan dengan kelom-

pok, hubungan dengan lingkungan, dan

karakter individu sebagai faktor yang

mempengaruhi perilaku ‘klithih’. 

Krisis Identitas

Jika ditarik faktor induktif, kita meli-

hat adanya krisis identitas yang dialami

pelaku klithih. Istilah ini pertama kali di-

gunakan Psikolog Erikson (1968) untuk

menyebut kondisi di mana terjadi tran-

sisi pemaknaan jati diri. Pelaku  klithih

melarikan diri dari kegagalan interaksi

sosial dengan membawa sejumlah keke-

cewaan. Kondisi ini menempatkan sese-

orang kehilangan peran dan identitas

sosial. Akibatnya, klithih menjadi sarana

untuk merekonstruksi peran dan pencar-

ian ulang identitas. Dalam klithih mere-

ka membangun daya tawar sosial,

mengejar urgensi nilai, dan pengakuan

dari elemen di luarnya.

Jejak klithih yang sudah berlangsung

sejak lama.  Klithih sudah beranjak men-

jadi pelarian individu dengan krisis ur-

gensi nilai yang sudah melembaga dan

membudaya. Ia seolah menjadi pelarian

tunggal untuk mengekspresikan kekece-

waan dan kegagalan. Dalam fakta sosial,

sesuatu yang melembaga dalam tatanan,

menjadi tidak terpisahkan dari masyara-

kat bersangkutan. Ketika ia menjadi

fenomena yang demikian, bagaimana

klithih bisa berakhir dengan aman? 

Sekali lagi, ini adalah resume power se-

seorang yang berangkat dari kekecewaan

dan kegagalan memaknai diri. Kecewa

dengan masalah keluarga, gagal mema-

hami lingkungan, atau terasing dari per-

gaulan sosial. Klithih melawan semacam

dominasi atau hegemoni keadaan yang

tak menyenangkan secara subjektif.

Penanganan dengan hukum atau secara

struktural hanya semakin membentuk

kegamangan tanpa hasil. 

Buktinya, jejak historis klithih sudah

dimulai sejak tahun 1990-an. Jumlah pe-

nanganan kasuistik yang tidak terhitung

anamun aksi klithih masih jamak dite-

mukan. Pada tahun 2022 saja, Kapolda

DIY mencatat sebanyak 27 kasus yang

terlapor dengan jumlah pelaku 43 orang.

Namun, penegakan hukum sama sekali

tidak menimbulkan efek jera de-

ngan sanksi-sanksi formal yang

diberikan. Penegakan ini gagal

memahami objek yang dilawan,

yaitu para remaja dengan psikolo-

gis yang rentan. Masa-masa ini

berada di mana eksplorasi identi-

tas terjadi sebagai penyesuaian

pada peralihan menuju kede-

wasaan (Cherry, 2016).

Perangkat Sosial

Penting sebagai penanganan

adalah menjadikan perangkat

sosial sebagai memori dialogis se-

cara perlahan. Di sini kita akan

melakukan rekayasa sosial  ter-

hadap pola kekeluargaan, sistem

pendidikan, dan ekologi pergaulan

yang sehat dan berkarakter. Tidak

kalah penting adalah kampanye

masif soal peran pemuda, uta-

manya di ruang digital. Misalnya,

agent of change, ‘penerus bangsa’,

atau agent of control.

Rekaya sosial ini dilakukan dalam

rangka pembentukan identitas bagi

pelaku klithih. Pemangku kebijakan dan

publik harus membantu mereka dalam

penyadaran sebagai pemuda dengan me-

manfaatkan perangkat atau sistem sosial

di sekitarnya. Setidaknya, usaha ini

cukup memberikan efek optimisme bagi

mereka melalui rekonstruksi peran.

Mereka tidak pesimis dalam melihat jati

diri mereka sendiri dalam pemaknaan

lingkungan dan peran yang sempit.

Akibat gagal memahami peran dan

membangun identitas, mereka melaku-

lan keonaran. Maka jangan sesekali

membiarkan mereka hidup tanpa peran.

Bentuk dan tanamkan identitas personal

dalam diri mereka. ❑-d

*) A Fahrur Rozi, mahasiswa Hukum

Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, aktivis Forum Mahasiswa

Ciputat (Formaci 1986).

Mengritisi RUU Kesehatan Secara Jernih

A Fahrur Rozi

Biaya haji, sejumlah item bisa ditu-

runkan.

-- Itu harapan kita semua.

***

Pers edukasi masyarakat dan se-

barkan optimisme.

-- Yang sebarkan hoaks pasti

bukan pers.

***

Merapi luncurkan awan panas 1.500

meter.

-- Tetap waspada, jangan sampai

lengah.

Pembentukan Identitas Pelaku Klithih

PEMBAHASAN RUU kesehatan

terus berjalan ditengah banyaknya peno-

lakan. Penolakan terjadi karena RUU

Kesehatan ini dinyana sebagai bentuk

persekongkolan legal antara pemerintah

dan DPR. Pada 7 Februari 2023

Muhammadiyah bersama tujuh organi-

sasi profesi dan masyarakat secara resmi

menolak RUU Kesehatan.

Sesuai bentuknya sebagai Omnibus

Law, RUU ini  memiliki lebih dari 300 ha-

laman, 20 Bab  serta dilengkapi 457

pasal. Ironisnya, RUU ini  berarsiran dan

bahkan menafikan sejumlah  undang-un-

dang yang ada sebelumnya seperti

Undang-undang tentang Wabah

Penyakit Menular, UU Sistem

Pendidikan Nasional, UU Praktik

Kedokteran, UU Sistem Jaminan

Sosial Nasional, UU Rumah Sakit,

UU Kesehatan, UU BPJS Kesehatan,

UU Pendidikan Tinggi, UU Pendi-

dikan Kedokteran, UU Kesehatan

Jiwa, UU Tenaga Kesehatan, UU

Keperawatan, UU Kekarantinaan,

UU Kebidanan. 

Investor Asing

Dasar penolakan kuat. Pasalnya,

RUU Kesehatan ini terindikasi lebih

berpihak kepada pemodal dan  mem-

permudah masuknya investor asing

dibidang kesehatan masuk ke

Indonesia. Sebuah ironi disampaikan

Menteri Kesehatan yang mengindika-

sikan upaya mempermudah investor

asing adalah terkait pembukaan

rumah sakit asing. Dalihnya, hal itu di-

lakukan untuk mencegah penduduk

Indonesia  berobat ke luar negeri.

Bukan hanya itu. Sejumlah persoalan

banyak disorot. Di antara, bagaimana

Kementerian Kesehatan melakukan

pengkerdilan terhadap berbagai organi-

sasi profesi?  Ikatan Dokter Indonesia

menyebutkan kedepan bila RUU ini suk-

ses menjadi undang-undang, Kemente-

rian Kesehatan  akan mengambil alih

penerbitkan surat izin peraktik bagi dok-

ter.  Izin peraktik (STR) yang sebelumnya

berlaku satu tahun dan kemudian dokter

perlu memperpanjang kembali dengan

meningkatkan kapasitas SDM,  nanti

akan berlaku lebih  lama. Bahkan diwa-

canakan berlaku selamanya.

Kian menarik untuk dilihat  dengan

jernih. RUU Kesehatan  juga menyata-

kan bahwa Badan Pengawas Obat dan

Makanan, Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana, Dewan Jaminan

Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan

sosial akan berada di bawah kementeri-

an kesehatan. Dan ketentuan lain yang

disebut dengan pengkerdilan organisasi

organisasi profesi adalah berbagai orga-

nisasi profesi kesehatan seperti Bidan,

Perawat, Apoteker kini semua berada

dibawah kementerian kesehatan.

Bahkan anggota konsil kedokteran yang

selama ini berada di bawah presiden juga

akan dikerdilkan. 

Realita inilah membuat banyak kala-

ngan mensinyalir pemerintah sengaja

menitipkan RUU Kesehatan ke DPR.

Hal itu dilakukan pemerintah agar

Omnibus Law Kesehatan nantinya tidak

mendapatkan banyak tantangan dan pe-

nolakan, bila ada penolakan maka peno-

lakan tersebut akan ditujukan pada

DPR. 

Mengubah Status

Ada banyak hal yang perlu dilihat

kembali dengan jernih dan kritis.

Pasalnya, lewat RUU ini terlihat gelagat

ingin mengubah status BPJS dari Badan

Hukum Milik Negara (BHMN) yang

awalnya merupakan badan nirlaba ke

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

yang berorientasinya kepemupukan ke-

untungan. Maka kekhawatiran  keber-

adaan BPJS menjadi badan yang men-

cari keuntungan akan nyata adanya.

Pengkritisan terhadap RUU Kesehat-

an harus terus digaungkan semua kala-

ngan. Perlu dipahami,  UU Kesehatan ti-

dak hanya milik tenaga kesehatan se-

mata, tetapi adalah kepentingan dan

menjadi hajat hidup orang banyak.

Karenanya, upaya mengkritisi dengan

jernih adalah untuk menahan laju  UU

yang sedang dikebut penyusunannya. 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

menilai RUU Kesehatan adalah bentuk

penjajahan atau kolonialisasi yang

bertentangan dengan kemerdekaan

atau kedaulatan rakyat. Karenanya

perlu ditinjau ulang, sebab tidak sesuai

nilai-nilai UUD 1945. 

Undang-undang dbuat dengan  tu-

juan agar terciptanya kepastian

hukum, terciptanya perlindungan dan

jaminan hak hak warga, meningkatnya

rasa keadilan. Sehingga tercipta ketert-

iban dan kenyamanan ditengah masya-

rakat dengan dasar konstitusi yang

berpihak pada masyarakat.  ❑-d

*) Alfian Dj, Pengajar Muallimin

Yogyakarta, Mahasiswa Program Doktor

Ilmu Hukum UII

Alfian DjPerhatian dan Pembinaan kepada Remaja
TITIK nol Kota Yogyakarta kini

kini sedang viral. Kalau kita

memasukkan kata atau kalimat

tersebut di mesin pencarian

google, maka akan bermunculan

banyak berita terkait peristiwa

memprihatinkan yang terjadi di

kawasan tersebut, yaitu aksi ke-

kerasan jalanan yang terjadi pada

Rabu (8/2) pagi, sekitar pukul

04.00.

Tentu kita semua sangat pri-

hatin, bahkan terpukul dengan

adanya peristiwa tersebut. Sebab,

peristiwa ini mencoreng Yogya-

karta dengan segala predikatnya,

yang selama ini adem ayem, ten-

teram dan nyaman. Setelah ter-

jadinya peristiwa kondisi sekitar

juga normal dan tampak seperti

sedia kala. Hanya saja karena

video rekaman peristiwa tersebut

viral di media sosial, maka kesan-

nya jadi berbeda.

Karena itu kita sangat men-

dukung upaya aparat kepolisian

untuk mengungkap masalah ini,

sehingga siapa pelaku maupun

siapa korbannya bisa segera

diketahui, juga cepat ditangani de-

ngan baik. Lebih dari itu juga di-

lakukan antisipasi sehingga di

masa-masa mendatang tidak

terulang lagi kejadian seperti itu,

bukan hanya di kawasan titik nol

saja, tetapi juga di tempat-tempat.

Kalau mencermati peristiwa ke-

kerasan sesama remaja ini tam-

paknya memang ada yang aneh,

yaitu kenapa pihak korban tidak

mau langsung melaporkan kepa-

da yang berwajib. Dugaannya,

baik korban maupun pelaku

adalah sama-sama kelompok re-

maja atau semacam genk yang

sudah saling mengenal, bahkan

selama ini saling bermusuhan.

Kalau pihak korban melapor ke

aparat kepolisian, mngkin kha-

watir permasalahan kelompoknya

juga akan terungkap.

Namun sebenarnya aparat ke-

polisian pasti tidak kehilangan

akal untuk melacaknya. Daftar

kelompok genk remaja beserta

anggotanya pasti sudah ada di ta-

ngan kepolisian. Pergerakan ma-

sing-masing genk tersebut pasti

juga terus dipantau, baik secara

langsung maupun melalui CCTV

yang dipasang di berbagai sudut

jalan. Karena itu kita optimis baik

pelaku maupun korban akan

segera diketahui.

Yang penting lagi, hikmah dari

peristiwa ini antara lain perlunya

peningkatan pembinaan, bimbin-

gan, dan perhatian kepada para

remaja, terutama dari para orang-

tua dalam keluarga di rumah, juga

dari kalangan dunia pendidikan

(dengan asumsi mereka adalah

para pelajar, karena masih rema-

ja). Para remaja sebagai generasi

muda dan calon generasi penerus

harus dibina dengan baik, sehing-

ga mereka lebih banyak melaku-

kan hal-hal positif dan tidak mela-

kukan hal-hal negatif, yang meru-

gikan diri sendiri maupun orang.

Orangtua dan keluarga harus

menjadi pembimbing utama,

karena waktu di sekolah hanya

terbatas. Apalagi kalau terjadi aksi

kekerasan di waktu malam atau

dini hari, itu pada saat-saat rema-

ja mestinya berada di tengah-te-

ngah keluarga. Karena itu para

orangtua yang anaknya terlibat

dalam aksi kekerasan di titik nol

(baik korban maupun pelaku) per-

lu dipertanyakan, sejauh mana

mereka mengawasi anak-anak-

nya. Apakah mereka membiarkan

anak-anaknya pergi tengah ma-

lam, bahkan sampai pagi. Sean-

dainya mereka tinggal di rumah

kost, para pemilik kost dan teman-

temannya mestinya mengawasi

dan juga menasihati kalau ada

hal-hal yang tidak semestinya.

Pendek kata, perhatian dan

pembinaan kepada para remaja

perlu ditingkat. Arahkan mereka

pada kegiatan-kegiatan positif,

misalnya untuk aktif dalam berba-

gai cabang olahraga atau bisa

seni. Tanamkan kepada mereka

untuk menunjukkan eksistensinya

dengan prestasi, bukan dengan

hal-hal yang merugikan. Tanam-

kan sportifitas kepada diri mau-

pun kelompok remaja, sehingga

kalau bersaing dalam kebenaran,

bukan kebalikannya. Jangan

biarkan bepergian, apalagi ber-

kelompok pada malam hari.

Semoga para remaja kita bisa

menjadi generasi yang mem-

banggakan, bisa diandalkan, ser-

ta aksi-aksi negatif yang pernah

terjadi tidak terulang lagi. Kita

pastikan, Yogya aman, nyaman

dan tenteram.  ❑-d

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengi-

rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan

Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya me-

nerima tulisan lewat email : opini-

kr@gmail.com dengan panjang tulisan

antara 535  - 575 kata, dengan mengisi

subjek mengenai isu yang ditulis serta ja-

ngan lupa menampilkan fotocopy identi-

tas. Terimakasih. 
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Resesi Moral Melanda Indonesia?
TAHUN 2023 belum genap 45

hari kita lalui. Sebagai bangsa

berbudaya,  alangkah banyak per-

soalan yang terkait dengan moral

terjadi di negeri ini? Kasus bocah

Makassar yang membunuh teman

karena berniat menjual organ

tubuh, kasus tabrak lari hingga

tewas  di Cianjur malah �mem-

bongkar� perselingkuhan, perem-

puan di Jambi yang meminta anak-

anak menonton adegan ran-

jangnya, pelajar SMAbawa perem-

puan bugil di mobil plat merah di

Jambi, ada yang diduga mesuk di

mobil pelat merah di Solok. Ada la-

gi menggunakan kendaraan plat

merah untuk pacaran hingga di

grebeg warga di Probolinggo.  

Ini tentu baru yang terpublish dan

terblow-up. Saya kira masih banyak

peristiwa memalukan yang me-

landa negeri ini. Negeri yang

banyak orang senang menggaung-

kan slogan indah namun rasanya ki-

ni menjadi tanpa makna.  Negeri

yang minim keteladanan pemimpin

negeri. Bukankah tidak sedikit

pemimpin negeri yang ketika men-

jadi tersangka korupsi, justru

berdadah-dadah dengan senyum

merekah kala berbaju oranye?

Resesi dunia yang diramalkan

para ekonom belum terjadi, namun

di Indonesia justru terlanda resesi

moral. Jika tidak segera disikapi

dengan benar, kita hanya menjadi

bangsa besar yang zonk, tanpa isi

Ini tentu sangat memrihatinkan

sekaligus sangat mengerikan.  ❑-d

*) Zakiah MA, Jl AYani Kota

Magelang


